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BUPATI KAPUAS 

PR0VINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATIKAPUAS 

N0M0R :.21, TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS N0M0R 21 TAHUlf 2016 
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017 , 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAPUAS, 

a . bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan kosistensi 
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 
pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 serta guna pelaksanaan ketentuan 
Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 
33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati 
Kapuas Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 
2017; , 

b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka 
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana 
program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan 
Bupati Kapuas Nomor 21 Tahun 2016 sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali; , 

c. bahwa berdasarkan ertimban an seba aimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan 

ati Ka uas tentang_Perubahan Atas Peratui:an Bupatl 
uas Nomor 21 Tahun 2016 Tent.an Rencana Kerja 

mbangunan D erah Kabupaten Kfil?Uas Tahun 2017. 1 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); , 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); " 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); ' 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); • 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); ~ 

6 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); , 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

"\ ,.,, 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4664); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4815); ' 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); ✓ 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Togas Dan Wewenang Serta Kedudukan 
Keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5107), sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Togas Dan Wewenang Serta Kedudukan 
Keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 44); , 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan 
terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; , 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
ten tang Pelaksanaan Peraturan 
Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah; ' 

Nomor 54 Tahun 2010 
Pemerintah Nomor 8 
Tatacara Penyusunan, 

Pelaksanaan Rencana 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; ' 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 201 7; , 



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaraq.. Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Kapuas Tahun 2005-2026; ' 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 
2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 - 2018; , 

20. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 21 Tahun 2016 tentang 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten 
Kapuas Tahun 201 7 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas 
Tahun 2016 Nomor 34); , 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 
Nomor 10, Tambahan Lell}haran Daerah Kabupaten Kapuas 
Tahun 2016 Nomor 33). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI KAPUAS NOMOR 21 TAHON 2016 TENTANG RENCANA 
KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 
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Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kapuas 
Nomor 21 Tahun 20 16 tentang Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2017 (Serita Daerah 
Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 34), diubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

• l .. . ' 



Pasalll 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
_ ----""~ an Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita 

_BAG I AN HU K Kabupaten Kapuas. ' 
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Diundangkan di Kuala Kapuas 
pada tanggal I:> ju Li 2..011 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, 

./"fW-,J-,.r­
RIANOVA 

Ditetapkan di Kuala Kapuas 
pada tanggal I'?> ::luli 2017 

BUPATI KAPUAS, 

BEN BRAHIM S. BAHAT ~ 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017 NOMOR ~ \ 


